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ABSTRAK

Beberapa bentuk pelanggaran lalu lintas, dalam hal inj bukan mengenai etika
dari pengendara kendaraan melainkan aparatur negara yaitu kepolisian yang tidak
menjalankan tugasnya sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seperti adanya tata cara pemeriksaan kendaraan
bermotor vang tidak memenuhi aturan misalnya adalah tidak ada tanda yang
menunjukkan adanya pemeriksaan di jalan kecuali tertangkap tangan. Dengan
menggunakan metodolog; yuridis  empiris, penulis bermaksud menjawab
permasalahan yang ada dalam skripsi ini yaitu mengenai  bagaimanakah
kewenangan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam melakukan pemeriksaan
kendaraan bermotor dj jalan  raya yang melakukan pelanggaran serta
bagaimanakah prosedur Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam melakukan
pemeriksaan kendaraan bermotor dj jalan raya yang melakukan pelanggaran.
Kewenangan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam melakukan pemeriksaan

ketertiban, dan kelancaran lal

Sumatera Selatan. Prosedur Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam
melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor dj jalan raya yang melakukan
pelanggaran dimulai dengan adanya pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan
dalam dua waktu yaitu secara berkala setiap enam bulan dan secara insidental
sesuai kebutuhan. Pada tempat pemeriksaan wajib dilengkapi dengan tanda yang
menunjukkan adanya pemeriksaan dengan jarak paling sedikit lima puluh meter

sebelum tempat pemeriksaan; adanya surat perintah pemeriksaan dan blanko
tilang; dan petugas kepolisian di bidang lalu lintas.

Kata Kunci : Kewenangan, Kepolisian, Pemeriksaan, Jalan Raya.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pada penjelasan bab-bab terdahulu, maka penulis dapat

menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam melakukan
pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya yang melakukan

pelanggaran bersifat mutlak yang diberikan oleh Undang-undang untuk

menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu

lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Prosedur Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam melakukan

[}

pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya yang melakukan
pelanggaran dimulai dengan adanya pelaksanaan pemeriksaan yang
dilakukan dalam dua waktu yaitu secara berkala setiap enam bulan dan
secara insidental sesuai kebutuhan. Pada tempat pemeriksaan wajib
dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan dengan

jarak paling sedikit lima puluh meter secbelum tempat pemeriksaan;
adanya surat perintah pemeriksaan dan blanko tilang; dan petugas

kepolisian di bidang Jalu lintas.

B. Saran
Sebagai bahan rekomendasi dari penulis, berikut disampaikan pula

beberapa saran antara lain sebagai berikut :
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Kepolisian dalam menjalankan kewenangannya dalam melakukan
pemeriksaan  kendaraan  bermotor  harus profesional  dan
bertanggungjawab atas tugasnya dalam menjaga keamanan, keselamatan,
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dalam Penindakan terhadap
pelanggaran Lalu Lintas juga harus diprioritaskan kemurnian prosesnya
tanpa ada kata pungli yang merugikan masyarakat sebagai pengguna
jalan, dan untuk menjaga akreditasi dari Kepolisian itu sendiri.

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam melaksanakan prosedur
pemeriksaan kendaraan bermotor dengan mempertahankan penerapan E-
Tilang vang membantu masyarakat dalam melakukan pembayaran denda
atas pelanggaran lalu lintas, tanpa adanya argumen di jalan serta
memberdayakan Gerakan Tertib Lalu Lintas untuk meminimalisir adanya

kecelakaan akibat pelanggaran lalu lintas dan juga meminimalisir adanya

pungli.
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